BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Penggadaian sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan tertulis dari kreditur merupakan pelanggaran terhadap perjanjian
pembiayaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum
berupa  wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang
Jaminan Fidusia dengan mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali.
b. Penegakan hukum terhadap debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusia
dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana secara seimbang. Dalam ranah
perdata, kreditur berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, sedangkan
dalam ranah pidana aparat penegak hukum berwenang menindak apabila terpenuhi
unsur tindak pidana fidusia. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan
kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta menciptakan keadilan bagi para

pihak.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Kreditur dan Lembaga Pembiayaan

Kreditur dan lembaga pembiayaan disarankan untuk meningkatkan
pengawasan terhadap objek jaminan fidusia, khususnya melalui pendaftaran fidusia
secara tepat waktu dan pencantuman klausul larangan pengalihan yang tegas dalam
perjanjian pembiayaan. Selain itu, kreditur perlu mengedepankan mekanisme
penyelesaian hukum yang proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan
hak debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saran bagi Aparat Penegak Hukum dan Pembentuk Undang-Undang

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan dapat
menerapkan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara konsisten dan profesional
guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Di sisi lain, pembentuk undang-
undang disarankan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan terkait jaminan
fidusia agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama dalam hal pelaksanaan

eksekusi dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
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